BAB Il

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Menurut Soemitro dalam Tikupadang & Palalangan (2020) “Pajak adalah iuran
rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)
dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrapestasi) yang langsung dapat
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
Menurut Inayah (2019) “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang
dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut
peraturan- peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi
kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan”. Dari definisi-definisi tersebut, akhirnya
definisi pajak disempurnakan menjadi, “pajak adalah peralihan kekayaan dari
pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan
“surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama

untuk membiayai public investment” (Resmi, 2019).

Menurut Jumaiyah & Wahidullah (2021) “Berdasarkan definisi pajak,
terdapat ciri-ciri yang melekat yaitu:

1. Pajak merupakan kewajiban warga negara
2. Pajak dapat dipaksakan dengan UU
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. Tidak ada unsur kontraprestasi secara langsung yang diberikan pemerintah
terhadap pembayar pajak

Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah guna
kepentingan umum

Pajak digunakan untuk biaya operasional pemerintah baik daerah maupun

negara”.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi

Peraturan Perpajakan “Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan

subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang

wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak

dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak”.

“Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan

negara) dan fungsi regularend (pengatur):

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu
sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin
maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah
berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya
tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan
pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan
sebagainya.

Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan
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ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur.

1. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat
terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah
suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut
harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat
tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi
gaya hidup mewah).

2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar
pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi
(membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan
pendapatan.

3. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha
terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga
memperbesar devisa negara.

4. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri
tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan
lainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap
industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi
(membahayakan kesehatan).

5. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan
peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan
penghitungan pajak.

6. Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing

agar menanamkan modalnya di Indonesia” (Resmi, 2019).

“Hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu hukum pajak materiil dan

hukum pajak formil:
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1. Hukum Pajak Materiil

Hukum pajak materiil merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan,
perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang
harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Dengan kata lain, hukum
pajak materiil mengatur tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang
pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Hal-hal
yang termasuk dalam hukum pajak material antara lain peraturan yang
memuat kenaikan, denda, sanksi atau hukuman, cara-cara pembebasan dan
pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama
kepada fiskus. Contohnya, Undang-Undang Pajak Penghasilan dan
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Hukum Pajak Formil

Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai
cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Bagian
hukum ini memuat cara- cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu
utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaranya,
kewajiban para Wajib Pajak (sebelum dan sesudah menerima surat
ketetapan pajak), kewajiban pihak Kketiga, dan prosedur dalam
pemungutannya. Hukum pajak formil dimaksudkan untuk melindungi
fiskus dan Wajib Pajak serta memberi jaminan bahwa hukum materiilnya
dapat diselenggarakan setepat mungkin. Hubungan hukum antara fiskus dan
Wajib Pajak tidak selalu sama karena kompetensi aparatur fiskus yang
terkadang ditambah atau dikurangi. Sebagai contoh, mula-mula tidak
terdapat peraturan yang melindungi Wajib Pajak, tetapi yang bersifat
melawannya. Namun, lama-kelamaan ada perbaikan terkait adanya hak-hak
Wajib Pajak yang umumnya melindungi tindakan sewenang-wenang pihak
fiskus. Misalnya, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan
Undang-Undang Peradilan Pajak” (Resmi, 2019).
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“Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga,
yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga

pemungutnya.

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri
oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan
kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib
Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh
dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh
penghasilan tersebut.

b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan
atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak
langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau
perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi
penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
(PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap
barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang
menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik
secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual

barang atau jasa).

Cara menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau pajak

tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga

unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Berikut

ini ketiga unsur tersebut.

1) Penanggung jawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis
diharuskan melunasi pajak.

2) Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul

terlebih dahulu beban pajaknya.
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3) Pemikul pajak adalah orang yang menurut undang-undang harus
dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, pajaknya disebut

Pajak Langsung. Jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada

lebih dari satu orang, pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung.

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua. Berikut ini penjelasannya.

a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan
pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan
keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh
terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh
untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib
Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya).
Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk
menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya,
baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang
mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa
memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan
tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua. Berikut penjelasannya.

a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah
pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada
umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.

b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik
daerah tingkat | (pajak provinsi) maupun daerah tingkat Il (pajak
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kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga
daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 20009.

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan,
Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak
Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet,
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan
Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan
Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor, serta
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan. Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan,
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak
Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan” (Resmi, 2019).

“Pada dasarnya, pajak di Indonesia terbagi menjadi dua kategori

berdasarkan pengelolaannya. Kategori pertama adalah pajak pusat yang

dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kategori selanjutnya

adalah pajak daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah

(pemda) di tingkat provinsi serta kabupaten atau kota. Jenis Pajak di Indonesia

1. Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak yang dibebankan kepada penghasilan. Penghasilan yang dimaksud

disini mencakup penghasilan perorangan, instansi, dan juga badan usaha.

Pajak ini memiliki beberapa jenis, namun tiga jenis PPh berikut ini adalah

yang paling sering ditemui:
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PPh 15: Penghasilan pelayaran, asuransi asing, maskapai, serta perusahaan
yang terkait dengan infrastruktur negara.
PPh 21: Penghasilan pribadi berupa gaji, upah, hadiah, honorarium,
tunjangan, dan lainnya.
PPh 22: Penghasilan dari perdagangan barang.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak yang paling sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Dikenakan
kepada barang dan jasa dan dibebankan kepada konsumen. Untuk barang
dan jasa yang diperdagangkan dalam negeri dikenai PPN sebesar 10%,
sedangkan untuk ekspor 0%.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Dikenakan kepada barang yang cuma bisa dibeli oleh kalangan tertentu
saja, dalam hal ini berpenghasilan tinggi. Pajak jenis ini diatur dalam
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. PPnBM umumnya
diakumulasikan bersamaan dengan PPN.

4. Materali
Pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen. Dokumen yang telah
dibubuhi tanda tangan di atas materai akan lebih memiliki kekuatan hukum
dibandingkan dengan yang tidak. Materai berkisar dari Rp 3.000 sampai Rp
10.000, tergantung dari besaran nilai barang atau ketentuan yang berlaku.

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Mulai tahun 2014, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 yang mengatur
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), PBB dibagi menjadi
dua berdasarkan pengelolaannya. Pertama adalah PBB yang dikelola oleh
Dirjen Pajak Pusat yang meliputi perkebunan, pertambangan, dan
perhutanan. Jenis kedua adalah PBB yang dikelola oleh pemda seperti

bangunan yang ada di pedesaan dan perkotaan” (Maulana, 2022).

Menurut Jumaiyah & Wahidullah (2021) “Di Negara Indonesia ada tiga
sistem pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan KUP (Ketentuan Umum

Perpajakan):
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a. Official Assessment System

Official assessment system memberi kewenangan kepada aparat perpajakan
untuk menentukan pajak terutang setiap tahunnya, tentunya berdasarkan
peraturan perpajakan yang berlaku. Sistem ini biasanya akan dilakukan
kepada wajib pajak pasif. Artinya, wajib pajak tidak memedulikan
kewajibannya membayar pajak.

. Self Assessment System

Self assessment system menjelaskan bahwa kewajiban perpajakan
dipercayakan kepada wajib pajak, artinya wajib pajak menentukan sendiri
pajak terutang setiap tahun, sehingga wajib pajak mempunyai kegiatan dan
bertanggung jawab atas kegiatan seperti menghitung pajak terutang,
membayar jumlah pajak terutang, melaporkan jumlah pajak yang terutang
baik pajak masa maupun pajak tahunan, serta mempertanggungjawabkan
semua kegiatan yang sudah dikerjakan.

. With Holding System

With holding system memperbolehkan pengurusan perpajakan dilimpahkan
kepada pihak ketiga, sebagai contoh menghitung, menentukan besarnya
pajak, serta melaporkan pajak diurus oleh konsultan pajak. Pelimpahan
wewenang pada pihak ketiga tentunya berdasarkan undang-undang KUP

yang berlaku”.

Menurut Resmi (2019) “Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem

pemungutan, yaitu:

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan
untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian,
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berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung
pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).
b. Self Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam
menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai
dengan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku. Dalam
sistem ini inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak
sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu
menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang
berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti
pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi
kepercayaan untuk:
1) menghitung sendiri pajak yang terutang:
2) memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
3) membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
4) melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
5) mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.
Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian
besar tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada
Wajib Pajak).
c. With Holding System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga
yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib
Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-
undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk
memotong serta memungut pajak, menyetor, dan
mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.
Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung

pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga”.

27
Pengaruh Self Assessment System..., Kenneth Edsel Theryawan, Universitas Multimedia
Nusantara



2.1.2 Pajak Penghasilan Badan (PPhB)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang
Pajak Penghasilan “Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia
maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam
bentuk apa pun”. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “Badan
adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara
atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk
badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”.
Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1 “Yang menjadi
Subjek Pajak adalah:

a. 1. orang pribadi;

2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang
berhak;

b. badan; dan

c. bentuk usaha tetap”.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 3 “Subjek
pajak dalam negeri adalah:

a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang
berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu
tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat

tinggal di Indonesia;
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b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit
tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah; dan
4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;
dan
c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang
berhak”.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 4 “Subjek
Pajak Luar Negeri adalah:

a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan
dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan
dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau
memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia”.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1 “Yang
menjadi Objek Pajak adalah:

a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi,
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bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali
ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

c. laba usaha;

d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan
badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu,
atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan
dalam bentuk apa pun;

4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau
sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam
garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan
pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi
yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada
hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di
antara pihakpihak yang bersangkutan; dan

5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak
penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan
dalam perusahaan pertambangan;

e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai
biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan
pengembalian utang;

g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari
perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil

usaha koperasi;
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S.

royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah
tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

keuntungan selisih kurs mata uang asing;

. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

premi asuransi;

iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang
terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum
dikenakan pajak;

penghasilan dari usaha berbasis syariah;

imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang
mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

surplus Bank Indonesia”.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 “Yang dikecualikan dari

objek pajak adalah:

a.

1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil
zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah
dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan
keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di
Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau
disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan
yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah; dan

2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan
lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial
termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha

mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan
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Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha,
pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang
bersangkutan;

b. warisan;

c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau
sebagai pengganti penyertaan modal;

d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperoleh dalam bentuk natura danf atau kenikmatan dari
Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib
Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang
menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15;

e. pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena
meninggalnya orang yang tertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa;

f. dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut:

1. dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh

Wajib Pajak:

a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut
diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dalam jangka waktu tertentu; dan/atau

b) badan dalam negeri;

2. dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari
suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh

Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam

negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung

kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

dalam jangka waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan berikut:
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a) dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan
tersebut paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba
setelah pajak; atau

b) dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang
sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di
Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat
ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan
penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini;

3. dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka
2 merupakan:

a) dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang
sahamnya diperdagangkan di bursa efek; atau

b) dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang
sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan
proporsi kepemilikan saham;

4. dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf (b) dan
penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri
sebagaimana dimaksud pada angka 2 diinvestasikan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari
jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf (a)
berlaku ketentuan:

a) atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan
tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan;

b) atas selisih dari 30% (tiga puluh persen) laba setelah pajak
dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak
yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a)
dikenai Pajak Penghasilan; dan

C) atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau

penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana
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dimaksud pada huruf a) serta atas selisih sebagaimana dimaksud
pada huruf (b), tidak dikenai Pajak Penghasilan;

5. dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan
penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri
sebagaimana dimaksud pada angka 2, diinvestasikan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen)
dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2
huruf a) berlaku ketentuan:

a) atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan
tersebut dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; dan

b) atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau
penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana
dimaksud pada huruf a), tidak dikenai Pajak Penghasilan;

6. dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang
sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di
Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan
pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat
(2) Undang-Undang ini, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari
pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2;

7. pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari luar negeri tidak
melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal penghasilan
tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut:

a) penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan
b) bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri;

8. pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri

atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7,

berlaku ketentuan:
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a) tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang
terutang;

b) tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang
penghasilan; dan/atau

c) tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak;

9. dalam hal Wajib Pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam
jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka
7, berlaku ketentuan:

a) penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan
pada tahun pajak diperoleh; dan

b) Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar
negeri atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang ini;

10. ketentuan lebih lanjut mengenai:

a) kriteria, tata cara dan jangka waktu tertentu untuk investasi
sebagaimana dimaksud pada angka I, angka 2, dan angka 7;

b) tata cara pengecualian pengenaan pajak penghasilan
sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 7; dan

c) perubahan batasan dividen yang diinvestasikan sebagaimana
dimaksud pada angka 4 dan angka 5, diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan;

g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah
disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun
pegawai;

h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana
dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Keuangan;

i. bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari

koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-
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saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang

unit penyertaan kontrak investasi kolektif;

j. dihapus;

k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa
bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan
usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha
tersebut:

1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan
kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan; dan

2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

|. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur
lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang
bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan
pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya,
yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan
pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu
paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan;

n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

0. dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH
khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang
atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji
(BPKH) yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan; dan
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p. sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan
keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang
ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan
keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak
diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi, yang
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan™.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1 huruf b
“Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak
badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh
delapan persen)”. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17
Ayat 2a “Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua
puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 17

1) “Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22%

(dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

2) Wajib Pajak dalam negeri:

a. berbentuk Perseroan Terbuka;

b. dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan
pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh
persen); dan

c. memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3%
(tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dan huruf b”.

Untuk menghitung variabel penerimaan Pajak Penghasilan Badan, yaitu
dengan melihat jumlah penerimaan PPh Wajib Pajak Badan Pasal 25/29 yang
diterima KPP setiap bulan.
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2.1.3 Self Assessment System (SAS)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan “Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak
dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam
perubahan Undang-Undang ini dengan tetap menganut sistem self assessment.
Ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak tersebut adalah:

a. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan
peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama
melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk
pembiayaan negara dan pembangunan nasional;

b. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak,

sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada
anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri.
Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya
berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan
terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang
digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;

c. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat
melaksanakan kegotong-royongan nasional melalui sistem menghitung,
memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang
terutang (self assessment), sehingga melalui sistem ini administrasi
perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali,
sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib
Pajak”.

Menurut Rusnan, Koynja, & Nurbani (2020) “Self assessment system
adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib
Pajak untuk menghitung atau memperhitungkan, membayar, dan melaporkan

sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan
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perundang-undangan”. Menurut Rusnan, Koynja, & Nurbani (2020) “Terdapat
kelebihan dan kekurangan dari Self Assessment System yaitu Keuntungan self
assessment system ini adalah Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah
(fiskus) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang
terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi
penghitungan adalah fungsi yang memberi hak kepada Wajib Pajak untuk
menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
Kelemahan self assessment system adalah memberikan kepercayaan kepada
masyarakat untuk menghitung/memperhitungkan, membayar dan melaporkan
pajaknya sendiri masih diragukan kebenarannya,oleh karena itu dapat
menimbulkan terjadinya penyeludupan pajak karena yang mengetahui
kebenaran SPT yang dilaporkan WP hanya ia sendiri. Masih banyak Wajib
Pajak yang kesulitan untuk menghitung/memperhitungkan pajak yang terutang,
karena di dalam undang-undang tidak dijelaskan secara terinci bagaimana
menghitung pajak terutang untuk berbagai jenis usaha, sehingga banyak
perusahaan yang akhirnya melakukan kesalahan dalam menghitung pajak
terutangnya”.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun
2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan Pasal 7 Ayat 1 “Prinsip dari sistem self assessment dalam
pemungutan pajak adalah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk
secara sukarela menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan sesuai dengan keadaan
yang sebenarnya. Dengan demikian, meskipun terhadap Wajib Pajak sedang
dilakukan tindakan penegakan hukum, Wajib Pajak tetap memiliki kesempatan
untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya dengan
mengungkapkan sendiri ketidakbenaran perbuatannya”.

Menurut Dinda, Agusti, & A (2022) “Dalam sistem ini inisiatif untuk
melaksanakan kewjiban perpajakan baik menghitung, memperhitungkan,

membayar, melaporkan pajak yang dibayar serta mempertanggungjawabkan
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pajak terutang ada pada wajib pajak. Dengan demikian wajib pajak diberikan
kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga
keberhasilan pemungutan pajak tergantung pada kepatuhan wajib pajak”. Hal
ini berarti bahwa pelaporan SPT PPh Badan merupakan inisiatif dari Wajib
Pajak dan Wajib Pajak yang bertanggungjawab atas perhitungan jumlah Pajak
Penghasilan yang sebenarnya terutang.

Menurut Jumaiyah & Wahidullah (2021) “Surat Pemberitahuan (SPT)
adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek
pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan perpajakan. Terdapat dua macam SPT, yaitu:

1. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
2. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau

Bagian Tahun Pajak.

Bagaimana mengisi SPT dan Penyampaian SPT? Dalam kitab undang-

undang KUP dijelaskan sebagai berikut:

1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar,
lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf
Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta
menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib
Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Pajak.

2. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang
wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang
diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

3. Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk
menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan
mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa

Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.
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Dan untuk jenis pajak untuk Wajib Pajak Badan, maka batas waktu

pelaporan yaitu 4 bulan setelah akhir tahun pajak”.

2.1.4 Pengaruh Self Assessment System terhadap Penerimaan Pajak

Penghasilan Badan
Menurut Putri & Pharamitha dalam Dasuki (2022) “Self Assessment System
adalah sistem pemungutan pajak yang menekankan kepada Wajib Pajak untuk
bersikap aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya”. Menurut Rahayu
dalam Dasuki (2022) “Pelaporan dilakukan oeh Wajib Pajak dimana Surat
Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di
dalam melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak
yang sebenarnya tertuang”. Menurut Wulantari & Putra dalam Dasuki (2022)
“Penerapan self assessment system yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib
Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib
Pajak yang tinggi. Jika semua Wajib Pajak memiliki kepatuhan yang tinggi,
maka penerimaan pajak penghasilan akan optimal dan efeknya pada penerimaan
negara juga akan semakin besar”.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat diketahui bahwa Wajib
Pajak mempertanggungjawabkan pemenuhan kewajiban perpajakannya setiap
tahun dengan SPT PPh Badan sehingga jika WP Badan telah melaksanakan
kewajiban perpajakan dengan self assessment system sesuai dengan peraturan
perpajakan, maka hal tersebut dapat menyebabkan penerimaan Pajak
Penghasilan Badan meningkat sesuai dengan semestinya. Sehingga semakin
tinggi pembayaran PPh Pasal 25 dari Wajib Pajak Badan secara tepat waktu
maka semakin tinggi pula penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Untuk
mengukur variabel Self Assessment System, menggunakan formula yaitu Jumlah
Wajib Pajak Badan yang membayar PPh Pasal 25 tepat waktu dibagi dengan
Jumlah Wajib Pajak Badan Aktif setiap bulan.

Hasil Penelitian Farida, Komara, Rusjiana, & Jatmika (2022)

menyatakan bahwa Self Assessment System berpengaruh terhadap penerimaan
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Pajak Penghasilan. Berdasarkan teori mengenai Self Assessment System yang
sudah dipaparkan, maka rumusan untuk hipotesisnya adalah sebagai berikut:
Hai1 :Self Assessment System berpengaruh positif terhadap penerimaan

Pajak Penghasilan Badan

2.1.5 Pemeriksaan Pajak (PP)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “Pemeriksaan adalah serangkaian
kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan”. Menurut Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan Pasal 29 “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Rahman dalam Dasuki (2022) “Pemeriksaan pajak adalah
serangkaian kegiatan yang menghimpun dan mengolah data, keterangan dan
atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu
standar pemeriksaan dan atau tujuan lain dalam melaksanakan peraturan
perundang-undangan perpajakan”. Menurut llyas dalam Suryadi & Subardjo
(2019) “Pemeriksaan dilakukan untuk Wajib Pajak yang menyampaikan SPT
lebih bayar, mengajukan restitusi, melaporkan SPT yang dinyatakan rugi, tidak
menyampaikan atau melewati batas penyampaian SPT, melakukan
penggabungan usaha, dan menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi
sesuai analisis resiko”. Menurut Erly Suandy dalam Suryadi & Subardjo (2019)

“Tujuan Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

42
Pengaruh Self Assessment System..., Kenneth Edsel Theryawan, Universitas Multimedia
Nusantara



1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
184/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan “Terdapat 2 jenis
pemeriksaan yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan
Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat
kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib
Pajak, dan/ atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.
Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat
Jenderal Pajak. Apabila Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan
Lapangan, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a paling lama 6 (enam) bulan, yang dihitung sejak Surat Pemberitahuan
Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa,
pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai
dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai,
atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak. Apabila
Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Kantor, jangka waktu
pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 4 (empat)
bulan, yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak,
pegawali, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak datang
memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan
tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau
anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak”.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
545/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak “Pemeriksaan Pajak
dapat dilakukan ketika:
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a. Surat Pemberitahuan menunjukan kelebihan pembayaran pajak, termasuk
yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;

b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukan rugi;

c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu
yang telah ditetapkan;

d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi Kriteria seleksi yang ditentukan oleh
Direktur Jenderal Pajak;

e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf ¢

tidak dipenuhi”.

Jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai
dengan peraturan perpajakan yang berlaku, maka Direktorat Jenderal Pajak
(DJP) akan menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau
Keterangan (SP2DK). Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
SE-05/PJ/2022 “Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

1) Penerbitan dan Penyampaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data
dan/atau Keterangan
a) Dalam rangka Pengawasan, Kepala KPP berwenang melaksanakan
P2DK dengan penerbitan SP2DK melalui Sistem Informasi Pengawasan
dan ditandatangai oleh Kepala KPP.
b) SP2DK disampaikan kepada Wajib Pajak dengan cara sebagai berikut:
1) dikirimkan melalui faksimili;
2) dikirimkan menggunakan jasa pos/kurir/ekspedisi dengan bukti
pengiriman surat; dan/atau
3) diserahkan langsung kepada Wajib Pajak melalui Kunjungan atau
pada saat Wajib Pajak datang ke KPP, paling lama 3 (tiga) hari kerja
sejak tanggal penerbitan SP2DK.
c) SP2DK juga disampaikan secara elektronik melalui akun DJP Online
milik Wajib Pajak apabila:
1) Wajib Pajak telah mengaktifkan akun DJP Online miliknya; dan

2) DJP Online telah mengakomodasi penyampaian SP2DK elektronik.
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d) Dalam hal Wajib Pajak tidak bersedia menerima SP2DK yang
disampaikan kepadanya, Wajib Pajak dianggap tidak menyampaikan
penjelasan.

e) Kepala KPP berwenang melakukan pembatalan penerbitan SP2DK,
dalam hal diketahui atau ditemukan kondisi sebagai berikut:

1) setelah SP2DK diterbitkan, tetapi belum disampaikan kepada Wajib
Pajak, diketahui/ditemukan kesalahan penulisan dan/atau kesalahan
perekaman/pemilihan yang bersifat administratif dan diakibatkan
oleh kesalahan yang bersifat manusiawi (human error), seperti
kesalahan NPWP, nama Wajib Pajak, jenis pajak, Masa
Pajak/Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak, atau kesalahan
administratif lainnya;

2) setelah SP2DK diterbitkan, tetapi belum disampaikan kepada Wajib
Pajak, diketahui/ditemukan bahwa terhadap Wajib Pajak diterbitkan
Surat Perintah Pemeriksaan/Surat Perintah Pemeriksaan Bukti
Permulaan/Surat Perintah Penyidikan atas jenis pajak dan Masa
Pajak/Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak yang meliputi atau sama
dengan jenis pajak dan Masa Pajak/Tahun Pajak/Bagian Tahun
Pajak yang dilakukan kegiatan P2DK;

3) setelah SP2DK diterbitkan, tetapi belum disampaikan kepada Wajib
Pajak, diketahui atau ditemukan Data dan/atau Keterangan dalam
Sistem Informasi Pengawasan yang belum termasuk dalam KKPt
dan LHPt yang menjadi dasar penerbitan SP2DK; dan/atau

4) setelah SP2DK diterbitkan dan disampaikan kepada Wajib Pajak,
tetapi belum dilakukan penyusunan LHP2DK, diketahui atau
ditemukan kesalahan penulisan dan/atau kesalahan
perekaman/pemilihan yang bersifat administratif dan diakibatkan
oleh kesalahan yang bersifat manusiawi (human error), seperti
kesalahan NPWP, nama Wajib Pajak, jenis pajak, Masa
Pajak/Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak, atau kesalahan
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administratif lainnya, yang diketahui atau ditemukan baik oleh
pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi Pengawasan/Tim
Pengawasan Perpajakan maupun oleh Wajib Pajak, dan kesalahan
tersebut dapat mengganggu pelaksanaan P2DK.

Pembatalan penerbitan SP2DK sebagaimana dimaksud pada huruf
e) angka (4) ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Pemberitahuan
Perkembangan Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data
dan/atau

f) Keterangan (SP3 P2DK) kepada Wajib Pajak, yang memuat elemen data
yang benar dari SP2DK yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud
pada huruf e), termasuk Data dan/atau Keterangan yang hendak
diklarifikasi.

g) Dalam hal setelah SP2DK disampaikan kepada Wajib Pajak, tetapi
belum dilakukan penyusunan LHP2DK, diketahui atau ditemukan
kondisi bahwa terhadap Wajib Pajak diterbitkan Surat Perintah
Pemeriksaan/Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan/Surat
Perintah Penyidikan atas jenis pajak dan Masa Pajak/Tahun
Pajak/Bagian Tahun Pajak yang meliputi atau sama dengan jenis pajak
dan Masa Pajak/Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak yang dilakukan
kegiatan P2DK, ditindaklanjuti dengan penyusunan LHP2DK.

h) LHP2DK yang disusun sebagaimana dimaksud pada huruf g) berisi
simpulan bahwa Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan,
pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan dan rekomendasi tindak
lanjut berupa penerusan Data dan/atau Keterangan kepada Unit
Pelaksana Pemeriksaan, Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan,
atau Unit Pelaksana Penyidikan.

1) Dalam hal setelah SP2DK disampaikan kepada Wajib Pajak, tetapi
belum dilakukan penyusunan LHP2DK, diketahui atau ditemukan
kondisi bahwa terdapat Data dan/atau Keterangan baru di dalam Sistem

Informasi Pengawasan yang terkait dengan KKPt dan LHPt yang
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menjadi dasar penerbitan SP2DK, dapat ditindaklanjuti dengan
penyusunan LHP2DK.

j) LHP2DK yang disusun terkait kondisi sebagaimana dimaksud pada
huruf i) berisi simpulan bahwa terdapat Data dan/atau Keterangan dalam
Sistem Informasi Pengawasan yang terkait dengan, tetapi belum
termasuk dalam KKPt dan LHPt yang menjadi dasar penerbitan SP2DK
dan rekomendasi tindak lanjut berupa Penelitian Kepatuhan Material
ulang.

k) Terhadap kegiatan P2DK yang masih berlangsung atas:

1) Wajib Pajak Strategis yang semula Wajib Pajak Lainnya; dan/atau

2) Wajib Pajak Strategis yang telah dilakukan penelitian satu atau
beberapa jenis pajak di Tahun Pajak berjalan, dilakukan Penelitian
Kepatuhan Material ulang secara komprehensif.

I) Penelitian Kepatuhan Material ulang secara komprehensif sebagaimana
dimaksud pada huruf k) dilakukan dengan memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:

1) dalam hal SP2DK telah diterbitkan, tetapi belum disampaikan
kepada Wajib Pajak maka dilakukan pembatalan SP2DK; dan/atau

2) dalam hal SP2DK telah diterbitkan dan disampaikan kepada Wajib
Pajak, tetapi belum dilakukan penyusunan LHP2DK maka
ditindaklanjuti dengan penyusunan LHP2DK, dan dilakukan
penerbitan SP3 P2DK kepada Wajib Pajak.

m) Penerbitan dan penyampaian SP2DK dilaksanakan sesuai Tata Cara
Penerbitan dan Penyampaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data
dan/atau Keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf NN
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran
Direktur Jenderal ini.

n) SP2DK disusun melalui Sistem Informasi Pengawasan sesuai contoh

formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf 00 yang
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merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur
Jenderal ini.

0) Pembatalan penerbitan SP2DK sebagaimana dimaksud pada huruf e)
dan huruf 1) angka (1) dilaksanakan sesuai Tata Cara Pembatalan
Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf PP yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

p) Pembatalan penerbitan SP2DK sebagaimana dimaksud pada huruf e)
dan huruf I) angka (1) dituangkan dalam Berita Acara Perubahan, yang
disusun melalui Sistem Informasi Pengawasan sesuai contoh formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf KK yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

184/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan “Dalam pelaksanaan

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan,
Wajib Pajak berhak:

a.

meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal
Pemeriksa Pajak dan SP2;

meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan
Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis
Pemeriksaan Lapangan;

meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi
perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa
Pajak mengalami perubahan;

meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang
alasan dan tujuan Pemeriksaan;

menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP);

menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah

ditentukan;
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g. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality
Assurance Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil Pemeriksaan yang
terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa
Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan,
kecuali untuk Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang
dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (3) huruf a; dan

h. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh

Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan”.

Menurut Siti Kurnia dalam Suryadi & Subardjo (2019) “laporan
pemeriksaan pajak merupakan dasar untuk penerbitan suatu produk hukum
perpajakan yaitu Surat Ketetapan pajak (SKP)”. Dalam penelitian ini, jenis SKP
yang digunakan yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Menurut
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 “Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya
sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar dimana Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu)

bulan sejak tanggal diterbitkan”.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi

Peraturan Perpajakan Pasal 13

1) “Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau
berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak setelah
dilakukan tindakan pemeriksaan dalam hal sebagai berikut:

a. terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar;
b. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara
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2)

tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan
dalam Surat Teguran;

c. terdapat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak
atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);

d. terdapat kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29
yang tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang
terutang;

e. kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a); atau

f.  Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau
Jasa Kena Pajak dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan atau
telah mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (6e) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan
perubahannya.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e

ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per

bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat
terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau

Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian

dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

2a) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditambah
dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat jatuh tempo

pembayaran kembali berakhir sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat
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Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

2b) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana

3)

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) dihitung berdasarkan suku bunga
acuan ditambah 15% (lima belas persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang
berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.

Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf ¢, dan huruf d ditambah dengan sanksi
administratif berupa:

a. bunga dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam
1 (satu) Tahun Pajak;

b. bunga dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong atau
dipungut;

c. kenaikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah yang tidak atau kurang dibayar; atau

d. kenaikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak
Penghasilan yang dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang

disetor.

3a) Dalam hal terdapat penerapan sanksi administrasi berupa bunga dan

kenaikan berdasarkan hasil pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dan huruf ¢, hanya diterapkan satu jenis sanksi administrasi yang tertinggi

nilai besaran sanksinya.

3b) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b sebesar tarif

bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat
terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau
Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar, dan dikenakan paling larna 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian

dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
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3c) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana

4)

5)
6)

dimaksud pada ayat (3b) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah
20% (dua puluh persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal
dimulainya penghitungan sanksi.

Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam
Surat Pemberitahuan menjadi pasti sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah saat terutangnya pajak atau
berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak tidak
diterbitkan surat ketetapan pajak, kecuali Wajib Pajak melakukan tindak
pidana di bidang perpajakan dalam Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau
Tahun Pajak dimaksud.

Dihapus.

Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan”.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

145/PMK.03/2012 Pasal 3

1)

2)

“Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan
untuk suatu Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
sesuai dengan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang
dilakukan Verifikasi, Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang, atau Pemeriksaan

Bukti Permulaan”.

2.1.6 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Penghasilan Badan

Menurut Mardiasmo dalam Dinda, Agusti, & A (2022) “Pemeriksaan pajak

adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data

dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
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perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan”. Hal ini berarti pemeriksaan dapat
mengungkap Wajib Pajak yang masih kurang bayar sehingga semakin banyak
yang terungkap maka penerimaan Pajak Penghasilan Badan akan meningkat
dikarenakan terdapat kewajiban dari Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran
atas kurang bayar tersebut. Pemeriksaan Pajak dalam penelitian ini dilihat dari
jumlah nilai SKPKB yang diterbitkan oleh KPP dibagi dengan penerimaan
Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

Hasil Penelitian Riyadi, Setiawan, & Alfarago (2021) menyatakan bahwa
Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak sedangkan
penelitian yang dilakukan oleh Anam, Moehaditoyo, & R.D.Dirmayani (2018)
menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
Berdasarkan teori mengenai Pemeriksaan Pajak yang sudah dipaparkan, maka
rumusan untuk hipotesisnya adalah sebagai berikut:

Ha: :Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan

Pajak Penghasilan Badan

2.1.7 Surat Tagihan Pajak (STP)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan “Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda”.
Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi

Peraturan Perpajakan Pasal 14

1) “Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak
apabila:
a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai
akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
c. Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda dan/atau

bunga;
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d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,
tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur
pajak;

e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang
Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain identitas
pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak serta
nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai
1984 dan perubahannya dalam hal penyerahan dilakukan oleh
Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;

f. dihapus;

g. dihapus;

h. terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada
Wajib Pajak, dalam hal:

1. diterbitkan keputusan;

2. diterima putusan; atau

3. ditemukan data atau informasi,
yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya
tidak diberikan kepada Wajib Pajak; atau

I. terdapat jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam jangka
waktu sesuai dengan persetujuan untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

2) Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai
kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak.

3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah
dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan

yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat terutangnya
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pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun

Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan

dikenakan paling lama 24 {dua puluh empat) bulan serta bagian dari

bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

4) Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d atau huruf e masing-masing, selain wajib
menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administratif berupa
denda sebesar 1% (satu persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

5) Dihapus.

5a) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan suku bunga
acuan ditambah 5% (lima persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku
pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.

5b) Surat Tagihan Pajak diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun setelah saat
terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak,
atau Tahun Pajak.

5c¢) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu penerbitan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5b):

a. Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diterbitkan paling lama sesuai
dengan daluwarsa penagihan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan
Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan
jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;

b. Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (9) dapat diterbitkan paling lama 5
(lima) tahun sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan

apabila Wajib Pajak tidak mengajukan upaya banding; dan

55
Pengaruh Self Assessment System..., Kenneth Edsel Theryawan, Universitas Multimedia
Nusantara



c. Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5d) dapat diterbitkan paling lama
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal putusan Banding
diucapkan oleh hakim Pengadilan pajak dalam sidang terbuka untuk
umum.

6) Tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak diatur dengan atau

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan™.

Menurut Resmi (2019) “Surat Tagihan Pajak juga dapat diterbitkan
apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali
menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, dan pada
saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar”.

2.1.8 Pengaruh Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Penghasilan Badan
Menurut Suryadi & Subardjo (2019) “Masih banyaknya wajib pajak yang
menunggak pajaknya, berarti masih kurangnya juga tingkat kesadaran wajib
pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Maka dari itu perlu
dilakukan penegakan hukum dengan melakukan tindakan penagihan pajak agar
mengurangi penunggak pajak serta meningkatkan penerimaan pajak”. Salah
satu bentuk penagihan pajak yaitu dengan menerbitkan surat tagihan pajak,
sehingga penerbitan Surat Tagihan Pajak dimaksudkan agar Wajib Pajak segera
melunasi utang pajak yang seharusnya dibayar yang akhirnya dapat
meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Untuk mengukur Surat
Tagihan Pajak dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan formula Jumlah
nilai Surat Tagihan Pajak yang disetorkan setiap bulan dibagi dengan Jumlah
nilai Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan setiap bulan.

Hal tersebut sejalan dengan Hasil Penelitian Riyadi, Setiawan, &
Alfarago (2021) yang menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak berpengaruh

positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Berdasarkan teori
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mengenai Surat Tagihan Pajak yang sudah dipaparkan, maka rumusan untuk
hipotesisnya adalah sebagai berikut:
Has :Surat Tagihan Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan

Pajak Penghasilan Badan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Gambar 2.1

Model Penelitian
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